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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Dari uraian yang ada di atas maka pembuktian dalam kasus perceraian 

yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1. Gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan KDRT  

yang berbentuk kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan fisik berupa 

bekas luka, bengkak dan memar pada Penggugat. Sedangkan 

kekerasan non fisik berupa kekerasan psikologis, yang mana terdapat 

ancaman serius seperti Tergugat nyaris menabrak Penggugat dengan 

mobil, ancaman membenturkan kepala anak ke dinding, larangan 

bertemu orang tua, hingga kata-kata kasar yang merendahkan seperti 

memanggil Penggugat "pelacur". Seluruh tindakan ini menciptakan 

trauma emosional mendalam bagi Penggugat. Dan kekerasan non fisik 

berbentuk kekerasan ekonomi bahwa Tergugat tidak 

bertanggungjawab dalam memberikan nafkah.   

5.1.2. Dalam proses pembuktian KDRT, alat bukti yang digunakan adalah  

kesaksian, pengakuan Penggugat, dan persangkaan hakim. Meskipun 

Penggugat mengakui adanya kekerasan fisik, para saksi yang 

dihadirkan tiga orang saksi  (testimonium de auditu) menyatakan 

tidak melihat langsung kejadian KDRT tersebut, melainkan hanya 

mendengar penuturan dari Penggugat.  Menanggapi keterbatasan ini, 

hakim menafsirkan bahwa alasan perceraian dalam gugatan yang 

menyatakan adanya bentuk kekerasan psikologis seperti ancaman 

untuk membunuh, kata-kata kasar kepada Penggugat dan sebagainya 

dianggap telah menimbulkan kekerasan psikologis yang cukup kuat 

sebagai bukti terjadinya KDRT. 
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5.1.3. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini mengacu  

pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 

Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI tentang perselisihan terus-

menerus. Hakim juga berlandaskan kepada Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 2023. Secara filosofis, hakim juga 

menggunakan dua kaidah fikih secara bersamaan yaitu kaedah  ُدَرْء

الْمَصَالِحِ  جلْبِ  عَلى  مُقَدَّمُ  جلْبِ   dan istihsan. Kaedah الْمَفَاسِدِ  عَلى  مُقَدَّمُ  الْمَفَاسِدِ  دَرْءُ 

 digunakan untuk menghilangkan potensi kemudaratan, di الْمَصَالِحِ 

mana mempertahankan perkawinan akan berpotensi Tergugat 

mengulangi KDRT. Sementara itu, istihsan digunakan untuk memilih 

solusi terbaik, yaitu perceraian, yang dianggap akan menghindarkan 

Penggugat dari KDRT dan mendatangkan kemanfaatan bagi kedua 

belah pihak.  

 

5.2. Saran  

Dari hasil kesimpulan di atas dapat diajukan beberapa saran sebagai 

berikut: 

5.2.1. Kepada para korban KDRT disarankan untuk berupaya 

mendokumentasikan setiap insiden kekerasan. Dokumentasi ini akan 

sangat membantu dalam pembuktian di kemudian hari, bahkan jika 

tidak langsung dilaporkan ke polisi. Jangan ragu untuk mencari 

bantuan dari psikolog untuk mengelola trauma psikologis akibat KDRT. 

Catatan medis dapat menjadi bukti kuat yang mendukung klaim 

kekerasan psikologis di pengadilan. 

5.2.2. Kepada pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat perlu lebih 

masif dalam mengedukasi masyarakat tentang berbagai bentuk KDRT 

dan pentingnya mendokumentasikan serta melaporkan setiap insiden. 

Sosialisasi mengenai prosedur hukum dan hak-hak korban KDRT juga 

perlu ditingkatkan, agar stigma "aib keluarga" dapat terkikis. 
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5.2.3. Kepada para penegak hukum atau hakim perlu terus mengembangkan 

penafsiran yang progresif dan holistik terhadap KDRT, terutama 

kekerasan psikologis dan ekonomi. Meskipun ada kekhawatiran 

manipulasi, perlu ada kerangka hukum dan teknis yang jelas untuk 

memvalidasi bukti elektronik dalam kasus KDRT. Pelatihan khusus bagi 

hakim dan jaksa untuk membedakan bukti asli dan rekayasa sangat 

dibutuhkan, agar korban tidak kehilangan jalur pembuktian vital di era 

digital.      

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan penanganan kasus 

KDRT di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, responsif terhadap penderitaan 

korban, dan pada akhirnya, menciptakan lingkungan rumah tangga yang lebih 

aman dan adil. 
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